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ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM
PENGANGKATAN KEPALA PUSKESMAS SETELAH BERLAKUNYA KEPMENKES
NO. 128/MENKES/SK/11/2004

Salah satu kewenangan Daerah Kabupaten Jepara dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam rangka desentralisasi Kebijakan
dalam bidang kesehatan diantaranya adalah penyelenggaraan kesehatan masyarakat
melalui Puskesmas. Sesuai dengan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/11/2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas maka penataan organisasi Puskesmas serta dalam
jabatan Kepala Puskesmas dipersyaratkan harus seorang sarjana dibidang kesehatan
yang kurikulim pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar
belakang demkian, maka permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah
bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengangkatan Kepala
Puskesmas, setelah berlakunya Kepmenkes No.128/MENKES/SK/11/20047?, bagaimana
pelaksanaan Kepmenkes No.128/MENKES/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar
Puskesmas dalam Pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara, bila
dikaitkan dengan PP No. 41 tahun 2007 dan PP NO. 38 Tahun 2007 dan apakah
hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kepmenkes No.
128/MENKES/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas dalam Pengangkatan
Kepala Puskesmas di kabupaten Jepara dan bagaimana penyelesaiannya?.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan pendekatan
yuridis sosioligis yang disepesifikasikan sebagai deskriptif analitik, dan didukung
dengan data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif
sehingga dengan metode demikian dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara
dalam pengangkatan kepala Puskesmas setelah berlakunya Kepmenkes No.
128/MENKES/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas belum memprioritaskan
pengangkatan kepala Puskesmas berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan
masyarakat.

Pelaksanaan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/I1/2004 tentang Kebijakan Dasar
Puskesmas di Kabupaten Jepara khususnya dalam penataan organisiasi Puskesmas
kurang atau belum memperhatikan aspek struktural yaitu fungsi menajerial khususnya
dalam pengangkatan kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara sebagaimana
dikehendaki ketentuan dalam PP No. 41 tahun 2007 dan PP NO. 38 Tahun 2007.

Hambatan-hambatannya:1)kedudukan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/11/2004
tentang Kebijakan Dasar Puskesmas hanya merupakan pedoman dasar yang bersifat
umum sehingga periu dilengkapi dengan pedoman yang lebih teknis. 2) adanya
anggapan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) tidak/belum mampu melaksanakan
tugas sebagai Kepala Puskesmas, hal ini perlu dibuktikan dengan mencoba
mengangkat Puskesmas dari SKM agar anggapan tersebut dapat dihilangkan; 3)
timbulnya kecemburuan sosial jika Kepala Puskesmas dari SKM, hal demikian akan
hilang dengan sendirinya setelah terbukti SKM mampu menjadi Kepala Puskesmas.

Kata Kunci (Key Words) : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Puskesmas;
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ABSTRACT
The gavermental policy of Jepara regency on the promoting of a head of
Puskesmas (Public health center) after Kepmenkes (Decision of health memster)
No.128/Menkes/SK/I11/2004 goes into effect.

One of the local authorities of Jepara regency for the implementation of local
autonomy particularly in decentralizing health sector is the carrying out of society
healthiness through local government clinic “Puskesmas”. According to the “Kepmenkes
no 128/MENKES/SK/II/ 2004” about “Puskesmas” basic policy, the organization of
“Puskesmas” as well as the position of “Puskesmas” chief are required to have bachelor
degree majoring on health. It is also supported by the curriculum which includes society
healthiness. Based on the situations above then the problems to be discussed in this thesis
are: what kinds of policy will the Jepara regency take on the appointment of “Puskesmas”
chief after “Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/I1/2004” causes to be effective? How do
they carry out “Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004” on the basic policy of
“Puskesmas” of the appointment of “Puskesmas” chief in Jepara regency if correlated
with “PP No. 41 tahun 2007 and “PP No 38 tahun 2007”, and what kinds of obstacle
will come out in the carrying out of “Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/11/2004” about
“Puskesmas” basic policy on the appointment of “Puskesmas™ chief in Jepara regency
and what solutions do they have?

The research method used in this thesis is with the approach of sociological
juridical specified as analytic descriptive, and supported with primer and secondary data
then analyzed with qualitative analysis so that the method can answer the problems
researched.

Based on the analysis then it can be concluded that the policy of the government
of Jepara regency in appointing the “Puskesmas” chief after “Kepmenkes No.
128/MENKES/SK/T1/2004” about the basic policy of “Puskesmas” causes to be effective,
is that they haven’t yet prioritized the appointing of the “Puskesmas” chief with the
education background of “Sarjana Kesehatan Masyarakat”.

The carrying out of “Kepmenkes no 128/MENKES/SK/II/ 2004 about
“Puskesmas” basic policy in Jepara regency, specially in the settlement of “Puskesmas”
orgahization, hasi’t yet paid attention toward the structural aspect that is managerial
function especially in appointing the “Puskesmas” chief in Jepara regency as inquired in
“PP No 41 tahun 2007” and “PP No 38 tahun 2007”.

The obstacles are: 1) The position of “Kepmenkes No 128/MENKES/SK/11/2004”
about basic policy of “Puskesmas” which is used as basic guidance in common, therefore,
it is necessary to be completed with more technical guidance.2)There is an opinion that
“Sarjana Kesehatan Masyarakat™ (SKM) is not able to do the job as “Puskesmas™ chief.
This can be proved by doing trial appointment of “Puskesmas” chief from “SKM” so that
such assumption can be eradicated. 3) The appearance of social imbalance because of the
appointed “Puskesmas” chief taken from “SKM” can be eradicated if the selection of the
chief taken from “SKM?” can prove the ab(fjp as a leader of “Puskesmas”

Key words : Policy, tpcal Government, “?dskesmgs”.

Xiii





